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1 1  

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah      

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang 

menyatakan kedaulatan rakyat, dalam pemilihan umum rakyat merupakan partai 

politik yang paling menentukan dalam proses politik daerah dengan pemungutan 

suara secara langsung.  Reynolds (2011:97) menuangkan bahwa pemilu adalah 

kaidah yang didalamnya yang terpakai bagian dalam penyimpanan diterjemahkan 

terbit meja-meja yang dimenangkan bagian dalam forum oleh deretan-deretan dan 

karet kandidat. Ikut beiring di bagian dalam penyimpanan publik menemukan 

kejahatan tunggal pola kesertaan strategi minimal wakil Negara.  Partisipasi 

merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Surbakti menyatakan 

bahwa partisipasi politik berarti partisipasi masyarakat umum dalam pengambilan 

keputusan yang relevan atau berpengaruh dalam kehidupan mereka. Salah satu 

bentuk partisipasi politik warga negara yang paling penting adalah partisipasi 

dalam pemilihan umum. Partisipasi dalam pemilihan umum dengan demikian 

merupakan bentuk partisipasi politik karena mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 

Selama tiga hari tahun 2008, Konstitusi Republik Indonesia diamandemen 

setelah Amandemen Pertama, dan tipsters menerapkan potensi kontribusi hoki 

sebelum menerapkannya pada politik tradisional. Pada zaman dahulu raja hanya 

dipilih oleh rakyat karena terus menumpas raja. Dewan Pertimbangan (MPR) 

adalah praktik terbaik di dunia. Hal yang sama berlaku untuk institusi politik 
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virtual ini. Perubahan yang bersifat perkenalan di sepanjang pilar utama juga akan 

diperlihatkan saat ada pertemuan para panglima daerah. Dongeng Harmoni yang 

tercatat pada 32 Januari 2004 meramalkan ditinggalkannya kebijakan hoki sebaris 

sebelum langsung mengalahkan gubernur dan bupati/walikota. 

Sesuai dengan Pasal 42, Pasal 1 ayat 921 UU Pemilu Presiden 2008, jika 

pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sedang 

menikah, Pasal 27 ayat 1, 2) UU Presiden 2008 No. 42. Dalam pemilihan presiden 

dan wakil presiden, pemilih yang berhak adalah warga negara Indonesia yang 

berusia 17 (17) tahun ke atas yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dan/atau 

warga negara Indonesia yang terdaftar dalam perkawinan. Oleh penyelenggara 

pemilihan presiden dan wakil presiden pada daftar pemilih. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat ditentukan bahwa pemilih baru adalah warga negara 

yang terdaftar dalam daftar pemilih panitia penyelenggara pemilihan 

umum/pemilu dan yang mengikuti pemilihan/pemilu. pemilihan. Di Indonesia, 

mereka menikah antara usia 17 dan 21, pada tahun , ketika mereka belum berusia 

17 tahun. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone Bolango merupakan bentuk 

partisipasi politik sebagai wujud kedaulatan rakyat, karena merupakan hak suara 

yang paling menentukan bagi kemajuan politik daerah dengan memberikan suara 

kepada calon-calon pemilihan umum pada saat pemilihan. 

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik  

khususnya dalam kegiatan politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 

Bolango. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegitan politik, baik politik 
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ditingkat lokal maupun ditingkat nasional, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bone Bolango dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Banyak pemilih 

pemula yang berperan sangat penting dari segi kualitas dan kuantitas, median 

umurnya sangat tinggi, dalam konteks ini pemilih pemula perlu memahami makna 

demokrasi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2020. Layaknya 

pemilih pemula, mereka selalu dianggap asing dengan mencoblos pada pemilu-

pemilu sebelumnya. 

Sebagian besar partisipasi pemilih pemula datang dalam bentuk pemilih 

pasif. Pemilih aktif dan pasif. Pemilih aktif adalah pemilih dengan peran pilihan, 

dan pemilih pasif adalah pemilih terpilih. Dasar pemungutan suara adalah 

sentimen, bukan visi atau misi calon atau parpol yang didukungnya. Sebagai 

generasi yang tidak terbiasa dengan proses pemilu, pemilih pemula memiliki 

potensi besar untuk membuat perbedaan. Pemilih pemula, baik anak sekolah, 

pelajar, maupun pemilih berusia 17-21 tahun memang merupakan segmen yang 

unik, seringkali mengejutkan dan tentunya sangat penuh harapan. 

Desa Pangi termasuk desa terpencil dimana pemilih pemula di desa 

berjumlah 87 orang, jumlah ini tergolong banyak dibandingkan dengan desa 

lainnya, namun disisi lain sangat minim mendapat pendidikan politik dari aktivis-

aktivis partai politik maupun pemerintah. Sosialisasi KPU Kabupaten Bone 

Bolango hanya dilakukan di sekolah-sekolah, sedangkan sebagian pemilih pemula 

sudah putus sekolah tidak dilakukan sosialisasi. Hal ini menyebabkan kurangnya 

kesadaran politik dan bahkan ketidakpedulian dari pemilih baru yang tidak 

memilih. Akibatnya, partisipasi pemilih baru dalam pemilihan umum menurun.  
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Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang 

mempengaruhi dan menghambat partisipasi politik pemilih pemula di Desa Pangi, 

Kecamatan Suwa Timur, Kabupaten Bone Borango, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Survei akan dilakukan di Desa Pangi, Kabupaten Suwawa, 

Kabupaten Borango Bone Timur. Berdasarkan masalah sebelumnya, para peneliti 

“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur.” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di 

Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Bergantung pada masalah yang telah dikembangkan dan diidentifikasi, 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan 

Suwawa Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

toeritis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini merupakan ide, gagasan, ide peneliti untuk memberikan 

visi dan pengetahuan tentang partisipasi politik dalam pemungutan 

suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango. 

b. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu perpustakaan umum 

untuk dijadikan referensi dan kajian kajian terkait.. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pemerintah Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah tentang upaya meningkatkan 

partispasi pemilih pemula di pemilihan umum selanjutnya. 

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango memberikan 

gambaran partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan Suwawa 

Timur agar kemudian KPU kabupaten Bone Bolango dapat melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik partisipasi 

politik pemilih pemula dan desa-desa di kawasan Kabupaten Bone 

Bolango di pemilihan umum selanjutnya. 

c. Bagi Universitas Ichsan Gorontalo dapat menambah koleksi pustaka 

untuk bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Ichsan 

Gorontalo. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Partisipasi Politik  

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik 

 

Debat politik dan budaya tidak terlepas dari partisipasi publik dalam 

politik. Partisipasi politik merupakan bagian mendasar dari budaya politik, karena 

ada struktur politik dalam masyarakat seperti partai politik, kelompok 

kepentingan, kelompok penekan dan media yang positif dan kritis. Ini merupakan 

indikator partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik (peserta).  

Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang secara 

aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dan dapat dicapai dengan berpartisipasi 

secara langsung dalam pemilihan kepemimpinan atau secara tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan publik. Surbakti secara singkat mendefinisikan 

partisipasi politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan masyarakat umum. 

Milbrath dan Goel (Surbakti, 2019: 140) membedakan partisipasi dalam kategori 

berikut: Ini berarti orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam proses politik dan 

menarik diri darinya. Kedua, pemirsa. Artinya, orang dengan suara paling sedikit 

dalam pemilihan, total tiga gladiator.Artinya, mereka yang berpartisipasi aktif 

dalam proses politik: komunikator, profesional tatap muka, anggota partai, 

anggota masyarakat, dan aktivis. Keempat, kritik, terutama dalam bentuk 

kompromi yang tidak konvensional. (Surbakti, 2019: 140)  
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Sesuai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Tercantum pada pasal 26 ayat 3 berbunyi : pendidikan pemilih dapat ditujukan 

pada sasaran : a. pemilih pemula; b. pemilih muda; dsb. 

Ikut serta dalam kebijakan kritis dan berkontribusi pada kebijakan publik, 

misalnya menulis kepada media dan mengirimkan kritik dan saran langsung 

kepada yang bertanggung jawab membuat kebijakan. Kamu bisa melakukannya. 

Partisipasi politik juga diselenggarakan dalam bentuk kelompok (organisasi non 

pemerintah, partai politik, organisasi massa, organisasi pemuda) dan organisasi 

mahasiswa). Sebagai contoh, saya sering melihat kelompok mahasiswa dan 

kelompok masyarakat mengorganisir protes yang banyak menuntut pemerintah. 

Bagi sebagian orang, partisipasi warga negara yang efektif dalam proses 

politik tidak hanya berupa pengambilan keputusan dan kebijakan politik 

pemerintah, tetapi juga partisipasi dalam pelaksanaannya, termasuk partisipasi 

dalam pemantauan dan evaluasi. Atas pelaksanaan keputusan tersebut. Politik. 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat umum dalam mengambil 

segala keputusan yang relevan atau berpengaruh dalam kehidupannya (Surbakti, 

2019: 141). 

Sinyal dasar untuk keterlibatan tersebut adalah:  

1) Aktivitas aktual. Partisipasi politik mencakup kegiatan nyata yang terlihat 

dengan mata telanjang, bukan sikap atau orientasi..  

2) Jika pemicunya adalah pihak lain, kecenderungannya ke arah advokasi politik, 

bukan partisipasi politik. Jika pemicunya adalah kesadaran diri, itu 



 

 

8 

berimplikasi pada otonomi..  

3) Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat umum, perorangan dan 

kelompok masyarakat. Partisipasi politik warga negara atau masyarakat umum 

menyiratkan bahwa non-warga negara menutup potensi tindakan dalam 

kehidupan politik mereka.Ini bertujuan untuk berpartisipasi dalam politik, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau memegang jabatan publik.. 

4) Tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai insentif 

untuk partisipasi sukarela. Jika tidak, mereka yang berpartisipasi dalam 

kehidupan politik akan terkekang. (Gatara dan Saeed, 2017: 92)  

Derajat partisipasi, yaitu komitmen individu, sebanding dengan bentuk 

partisipasi yang ada dalam sistem dan struktur politik yang ada, dari yang 

terendah sampai yang tertinggi.. 

Semua orang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, khususnya hak-hak 

kodrati seperti hak untuk hidup, kemerdekaan dan kebahagiaan, tetapi 

pelaksanaan hak-hak ini dalam pemerintahan nasional atau negara adalah warga 

negara yang dikendalikan atau biasa dikenal sebagai massa. Kegiatan politik 

masyarakat. Hanya aktivitas politik mereka yang bukan dari kelas penguasa yang 

diklasifikasikan sebagai terlibat secara politik. Partisipasi politik rakyat atau 

massa juga merupakan mekanisme distribusi vertikal kekuasaan dalam 

masyarakat. Negara (Gatara dan Said), 2017: 92).. 

Oleh karena itu, berbagai bentuk partisipasi yang dapat dipilih atau 

digabungkan oleh pemerintah adalah kampanye umum, organisasi politik, lobi 

yang disponsori pemerintah, pemogokan damai, dan protes damai dan keras. Pada 
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bentuk-bentuk tradisional ini ditambahkan bentuk-bentuk partisipasi politik dan 

bentuk-bentuk partisipasi politik. Bentuk seperti itu tidak tradisional, yang 

awalnya dimulai sebagai sabotase. Tentu saja bentuk-bentuk tersebut dipilih 

sesuai dengan tujuan partisipasi politik yang ditetapkan oleh pemerintah dari 

kegiatan politik yang bersangkutan. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk 

mengatur suatu industri atau pemerintahan. Ada berbagai tingkat dari semua 

elemen kegiatan pemerintah di semua tingkatan. Untuk penyederhanaan, semua 

kegiatan pemerintah partisipatif tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kategori: partisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan 

pemerintah dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah seleksi 

pegawai negeri sipil untuk sejumlah besar calon yang ada, ini Karakteristik 

sukarela membedakan partisipasi politik dan advokasi. 

Pemberdayaan politik masyarakat melalui pembangunan desa, 

pembangunan menempatkan masyarakat pada pusat kepentingan dan tema 

pembangunan, menempatkannya pada tempat yang tepat sebagai aktor kunci 

dalam proses pembangunan desa daripada menyasar rakyat (Soemodingrat), 

2017:162). Pemberdayaan politik masyarakat harus dilakukan dalam tiga tahap: a) 

Menciptakan suasana atau suasana yang mengarah pada pengembangan potensi 

masyarakat b) Penguatan potensi, daya, sumber daya dan energi yang terkait 

dengan kebijakan masyarakat, memberikan informasi dan berbagai kesempatan 

kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan Memperoleh Masyarakat 

dalam Keterbukaan Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan 

membantu menghindari melemahnya masyarakat rentan.   
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Pemberdayaan politik masyarakat berpihak pada keberhasilan 

pembangunan kota, dengan tujuan melayani masyarakat (semangat pelayanan 

publik) dan menjadi mitra kolaboratif dengan masyarakat (co-creation). Hal ini 

juga mencapai kematangan politik pembangunan desa dalam hal sumber daya 

kelembagaan dan hasil dengan tujuan meningkatkan akses ke masyarakat desa 

sesuai dengan kebijakan masyarakat tentang prioritas program pembangunan dan 

mekanisme pemerintahan. Proses kehidupan sekaligus mendorong partisipasi 

politik masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan desa (Utomo, 2013:20). 

2.1.2 Perkembangan Partisipasi Politik 

Kajian tentang perkembangan partisipasi politik yang berwatak “modern” 

di Indonesia tentunya diawali dengan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa 

politik yang dimulai pada awal abad ini. Terlepas dari pemerintahan kolonial, 

partisipasi masyarakat dalam masyarakat Islam, Volks Lard, pekerja, petani, 

gerakan pemuda, kegiatan organisasi dan partai besar Politik dan kegiatan politik 

lainnya adalah bentuk utama partisipasi politik yang dilakukan oleh para 

pendahulu dan aktivis mereka) Partisipasi politik kolonial hambatan pertumbuhan 

datang dari dua tingkat kebijaksanaan: satu tidak mengakui hak politik Bumiptera, 

dan yang lain memantau aktivitas masyarakat dengan cermat dan mencegah 

mereka berpartisipasi dalam politik. 

Oleh karena itu, secara prinsip dan teknis, kemungkinan untuk 

berpartisipasi dalam politik sangat terbatas. Situasi ini bermula dari dualisme 

sistem ekonomi, di mana ekonomi masyarakat adat bergantung pada kelompok 

asing di Eropa dan Timur. Mereka tidak secara langsung terkait dengan proses 
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politik negara kolonial dan merupakan hambatan besar bagi perkembangan 

partisipasi politik oleh masyarakat umum saat itu. Mungkin keterlibatan tokoh 

masyarakat dalam Volkslad dapat digolongkan sebagai bentuk partisipasi politik 

perwakilan.Namun, tujuan lembaga tersebut dalam mengembangkan, menyetujui, 

menjalankan, dan mempengaruhi kebijakan kolonial tidak memungkinkan untuk 

disebut sebagai partisipasi politik dalam keputusan legislatif pasca kemerdekaan. 

Ini sepenuhnya dijamin oleh Konstitusi. 

Penguasa tidak pernah lupa untuk menekankan realisasi ini, terutama dari 

pertimbangan dan pertimbangan mendasar dalam kebijakan pemerintah. 

Kenyataan ini, bersama dengan warisan partisipasi politik generasi sebelumnya, 

telah meningkatkan keinginan untuk benar-benar menikmati hak-hak tersebut. 

Selama 20 tahun kemerdekaan Indonesia, dua model proses partisipatif 

dipandang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak politik rakyat. Partisipasi politik 

pada dekade pertama partai setelah kemerdekaan merupakan kondisi politik yang 

ideal pada masa kemerdekaan Indonesia. Persetujuan formal partisipasi mencakup 

mekanisme partisipasi terbuka. Distribusi kekuasaan secara horizontal dan 

vertikal, dominasi dan kecukupan partai politik, inisiasi persaingan politik, 

kebebasan berorganisasi, keuntungan partisipasi politik dan ketersediaan 

infrastruktur sosial seperti media massa tanpa keterlibatan masyarakat luas. 

Pengaruh atas posisi, pembuatan, dan implementasi kebijakan seringkali begitu 

kuat sehingga partisipasi politik menjadi bagian penting dari proses penggulingan 

pemerintah (Alfian, 2019: 37).  
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Namun, perlu dicatat bahwa secara umum, partisipasi politik selama 

periode ini terkait dengan perjuangan partai. Menurut model politik massa, 

mereka mendukung partai tertentu yang menentang mitra koalisi pemerintah atau 

yang secara langsung menentang partai pemerintah. Tampaknya tidak ada 

kemungkinan kompromi dan pengekangan antara kelompok-kelompok yang 

berpartisipasi dan faksi-faksi yang berlawanan.  

Selama 20 tahun kemerdekaan, partisipasi politik mulai dibatasi. 

Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden mengurangi ruang lingkup partisipasi 

politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional menjadi 

implementasi kebijakan yang sederhana. Sementara itu, pemilihan PNS mendapat 

hak istimewa dari presiden dan para pembantunya. 

Saat itu, keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam ranah politik 

dikatakan lebih bersifat mobilisasi daripada keterlibatan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan sifat politik yang otoriter menghilangkan atau mengurangi derajat 

kesukarelaan anggota masyarakat dalam proses politik. Mungkin beberapa 

pandangan benar. Dan perlu diingat bahwa sistem politik demokrasi India belum 

mengembangkan organisasi pemerintahan yang ringkas dan efektif yang dapat 

memobilisasi massa secara luas dan permanen (Alfian, 2019: 37).  

Tanda baru partisipasi politik yang dimulai menjelang akhir periode ini 

adalah mundurnya partisipasi politik dalam perjuangan partisan. Komitmen ini 

pertama kali diwujudkan dalam bentuk kemitraan dengan organisasi regional yang 

beragama lain. Tidak mendapat dorongan dari pihak yang menerima berkat dan 

memeliharanya. Inilah kasus mahasiswa berkolaborasi dalam partisipasi politik di 
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penghujung era demokrasi di India, yang ternyata berkisar pada peran mahasiswa 

dalam politik selanjutnya dan perintis pemuda dalam politik pemerintahan 

partisipatif utama.  

Hal ini menyebabkan peningkatan partisipasi politik mahasiswa dan 

penurunan partai. Sebuah kekuatan baru telah muncul di wilayah keterlibatan: 

kelompok fungsional sipil dan militer. Kelompok ini mendefinisikan posisi dan 

peran partai politik dalam keseluruhan proses politik dan kekuasaan. 

Perkembangan ini mengawali terbentuknya model politik masyarakat yang 

dikenal terutama sebagai politik, di mana suasana, pola, dan karakteristik 

partisipasi politik sangat mendasar. 

2.2 Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula  

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 01 Perwira Hukum Tahun 2014 

(Perp) menetapkan bahwa “orang Indonesia yang berusia 17 tahun atau 

menikah/menikah pada Hari Pemilihan harus mendampingi seorang pria berusia 

17 tahun. Siswa sekolah menengah dan kelompok usia yang lebih rendah dicirikan 

sebagai individu yang tidak berpengalaman dan tidak memilih yang tidak 

memiliki pengalaman memilih di tempat pemungutan suara. kurangnya 

antusiasme, kurangnya rasionalitas, kebingungan dan antusiasme.  

Sesuai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Tercantum pada pasal 26 ayat 3 berbunyi : pendidikan pemilih dapat ditujukan 

pada sasaran : a. pemilih pemula; b. pemilih muda; dsb. 
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Pemilihan Pemilih Muda Oleh karena itu, kelompok pemilih pemula 

seringkali masih pelajar, karena jika tidak menyerah, 17-21 adalah karena 

kelompok pemilih pemula yang usianya biasanya terdaftar sebagai siswa sekolah 

menengah atau siswa sekolah menengah.Untuk berpartisipasi dalam politik, 

pemilih perlu mulai menerima bimbingan dan instruksi untuk berpartisipasi dalam 

politik.  

Menurut hasil jajak pendapat pemuda pada pemilu 2004, pemilih lebih 

cenderung memilih calon presiden populer untuk pemula, menurut Sitmpuru. 

2005: 2) Anak-anak usia sekolah mengatakan bahwa mereka cenderung menyukai 

kandidat politik yang sama dengan orang tua mereka. Selain itu, remaja lebih 

rentan terhadap pengaruh teman sebaya.  

Presiden cenderung memilih presiden populer, yang mungkin disebabkan 

oleh terbatasnya pengetahuan politik pemilih pemula.Pemilih baru cenderung 

hanya memilih calon presiden dan wakil presiden yang populer, karena pemilih 

baru seringkali enggan mencari informasi tentang semua calon presiden dan wakil 

presiden. Selain itu, pemilih baru juga dipengaruhi oleh teman sebayanya.  

2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 

1. Faktor sosial ekonomi.  

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan 

dan jumlah keluarga.  

2. Faktor politik.  

Komitmen politik suatu komunitas tergantung pada konteks politiknya 

untuk menentukan produk akhir. Faktor politik meliputi:  
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a. komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi dengan 

konsekuensi politik yang realistis dan potensial yang mengatur perilaku 

manusia dalam menghadapi konflik. Komunikasi politik antara pemerintah 

dan rakyat adalah interaksi antara dua orang dan praktik etika. hujan.  

b. Kesadaran politik. Kesadaran politik adalah pengetahuan pribadi, 

kepentingan dan perhatian publik, dan lingkungan politik. Derajat 

kesadaran politik dimaknai sebagai sinyal bahwa warga negara 

memperhatikan isu-isu nasional dan/atau pembangunan (Surbakti, 

2019:119).  

c. Besar Pengetahuan umum tentang proses pengambilan keputusan. 

Pengetahuan umum tentang proses pengambilan keputusan menentukan 

gaya dan arah pengambilan keputusan. Kembali.  

d. Kontrol publik atas kebijakan publik. Kontrol publik atas kebijakan publik 

berarti bahwa masyarakat memiliki kewenangan untuk mengontrol 

kebijakan publik dan mengelola objek kebijakan tertentu. Kontrol Kontrol 

publik dalam kebijakan publik merupakan inisiatif untuk mencegah dan 

menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan dalam keputusan politik. Hal 

ini juga menekankan ekspresi politik, memberikan masalah dan harapan 

masyarakat, aspirasi dan kontribusi (gagasan, gagasan) tanpa intimidasi 

sekaligus meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Ini adalah 

mitra penting dalam analisis masalah dan pemetaan. 
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3. Faktor fisik dan lingkungan pribadi.  

Faktor personal dan material sebagai sumber kehidupan, seperti 

ketersediaan fasilitas dan utilitas. Faktor lingkungan adalah penyatuan ruang, 

semua benda, kekuatan, kondisi, kondisi, dan organisme, dan berbagai interaksi 

sosial berlangsung antara kelompok dan organisasi, serta lembaga dan institusi 

yang berbeda.  

Nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya politik, atau unsur-unsur budaya sipil 

pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan demokrasi politik baik dari segi 

moral politik maupun teknis atau peradaban sosial. Nilai-nilai budaya dikaitkan 

dengan persepsi politik, pengetahuan, sikap dan keyakinan. 

2.4 Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu 

Pemilih politik baru adalah kelompok pertama yang menggunakan hak 

pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula selalu dinamis dan bergantung pada 

kondisi yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Setiawaty, 2013:33).  

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih baru 

peserta pemilu 2014 mencapai 11% dari 186 juta pemilih, dibandingkan dua 

pemilu sebelumnya.Pada tahun 2004, jumlah pemilih baru sekitar 27 juta (18,4%) 

dari 147 juta pemilih, dibandingkan dengan sekitar 3600 dari total 171 juta 

pemilih pada pemilu 2009. Itu 10.000 (21%).Saya akan memilih untuk pertama 

kalinya. Persyaratan Anda adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda 

(Kompas.com). 

 Pemilih pemula sebagai subyek memegang peranan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Kesempatan ini juga penting bagi 
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pemilih baru, karena kesempatan pelibatan masyarakat berikutnya tidak terkecuali 

bagi pemilih baru peserta Pilpres 2014. : (1) Partisipasi pikiran dan perasaan, (2) 

Motivasi untuk berkontribusi, (3) Tanggung jawab bersama. Karena hakekat 

partisipasi berasal dari dalam atau dari dalam. Ini berarti bahwa bahkan jika 

pemerintah atau negara menawarkan kesempatan, ia tidak dapat berpartisipasi 

tanpa kemauan dan kemampuan. 

 Pada umumnya pemilih pemula adalah mereka yang menggunakan hak 

pilihnya untuk pertama kali dalam pemilihan umum. Orang-orang yang paling 

rentan antara usia 17 dan 21 adalah mahasiswa. Jumlah pemilih baru yang 

terdaftar sangat besar. Namun, ternyata ia memiliki kekuatan ketidakpedulian dan 

budaya untuk berpartisipasi dalam keputusan politiknya.  

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran politik pemilih dan kurangnya 

politik itu sendiri, karena banyak aktor politik yang terlibat dalam kasus korupsi, 

ketidaksetaraan hukum dan masalah politik lainnya. Masalah keberlanjutan 

diterima begitu saja. pemilih baru.pemilih pemula, khususnya remaja (17 tahun), 

memiliki nilai-nilai budaya yang santai dan liberal serta cenderung mencari 

kesenangan dari hal-hal yang informal, menghindari hal-hal yang menyinggung, 

menyinggung perasaan mereka (Suhartono, 2009). Dari tahun 1995 hingga 1996, 

ia tidak sepenuhnya memahami aspek psikologis dan substantif dari pemilihan 

umum, sehingga sikapnya (terpilih) terhadap hegemoni masyarakat dan hegemoni 

kelompok sekitarnya mengejutkan.  

Memang, menurut Harmadi (2003:12), orang yang lahir dalam waktu 

singkat cenderung memiliki perilaku dan metode pengambilan keputusan yang 
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relatif sama.Pengetahuan politik, pendidikan universitas dan kesadaran untuk 

menggunakan hak pilih dapat menjadi faktor dalam mendorong partisipasi politik 

(Diah Astanti - Moh Mudzakkir)  

 Jadi saya yakin pendidikan politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, 

penting dilakukan sejak dini. Menurut peraturan UU. Pemilih pemula adalah 

magnet yang kuat bagi kandidat yang maju untuk mendorong suara mereka jika 

ada kesamaan tema antara karakter dan mayoritas pemilih pemula. Dengan 

demikian, dapat dibayangkan bahwa setiap pemilih mempersiapkan strateginya 

sendiri untuk memenangkan minat dan perhatian pemilih pemula. Karena medan 

magnet yang kuat dan daya tarik yang kuat dari berbagai pemilih, pemilih pemula 

perlu mengetahui bagaimana daya tarik mereka cocok dengan daya tarik orang 

lain.  

Seorang pemilih pemula yang mempraktikkan clairvoyance, pilihannya 

terperangkap dalam pusaran pilihan yang baik. Pertama, organisasi mengakui dan 

memahami bahwa partisipasi dalam pemungutan suara pemilu sangat penting 

untuk masa depan keberlanjutan dan pembangunan. Pemimpin yang muncul dari 

hasil pemilu membuat kebijakan strategis yang secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi nasib masyarakat. Kedua, pastikan pemilih berada dalam 

daftar pemilih sementara. Jika tidak terdaftar, pemilih harus mendaftar pada badan 

pendaftaran pemilih di lingkungannya. Ketiga, pastikan pemilih dapat 

memilih/memilih dari mana saja jika sudah pasti terdaftar untuk memilih. 

Keempat, persepsi pemilih tentang kepribadian dan latar belakang, teks dan 
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kesadaran latar belakang sangat penting untuk dapat menilai integritas, catatan, 

dan prestasi pemilih.  

Manfaat individu atau partai politik dalam menjalankan peran 

kepemimpinan dalam pekerjaan sebelumnya Kelima, mengetahui visi dan misi 

peserta dan mengetahui visi dan misi pemilih akan membantu pemilih pemula 

membuat pilihan yang dapat dicapai untuk masa depan mereka. Visi dan misi 

pemilih dikomunikasikan selama kampanye, baik kampanye tertutup maupun 

kampanye publik. Keenam, gunakan hak pilih Anda pada Hari Pemilihan sesuai 

dengan hati nurani dan pilihan Anda. Ketujuh, mengawasi proses penghitungan 

suara agar jumlah suara tidak hilang (Komisi Pemilihan Umum, 2010: 23).  

Pemilih pemula bersemangat dan bulat dalam pilihan mereka, dan pada 

kenyataannya, mereka menganggap pemilih baru sebagai pemilih sejati. Pilihan 

politik mereka tidak terpengaruh oleh motivasi idealis tertentu, tetapi lebih 

dipengaruhi oleh konteks dinamis lingkungan politik lokal. Pemilih pemula 

mudah terpengaruh oleh preferensi tertentu, terutama yang paling dekat dengan 

keluarga, dari orang tua hingga kerabat dan teman. Media massa juga 

mempengaruhi pilihan pemilih pemula. Bisa dalam bentuk berita TV, spanduk, 

pamflet, poster, dll. (Dani, 2010: 34).  

Sekelompok pemilih yang belum terbiasa dengan rasa demokrasi 

(pemilihan legislatif, prepress) biasanya adalah mahasiswa. Pemilih pemula 

sebagai sasaran kegiatan politik, yaitu mereka yang masih membutuhkan 

pembinaan dan pengembangan untuk mengembangkan kemungkinan dan 

kapasitas yang optimal untuk memainkan perannya di arena politik. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan politik untuk memilih 

mereka yang menentang gubernur/letnan kolonel, bupati/wakil walikota atau 

walikota/wakil walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan 

memilih atau dipilih. Karena banyaknya calon kepala eksekutif, ada persaingan 

besar bagi pemilih untuk memilih. Serius. Salah satu penyebabnya adalah 

ketidakpastian informasi. Ini terkait dengan program partai dan kandidat. 

Hal ini terutama berlaku bagi pemilih pemula, yang seharusnya remaja 

yang hanya bisa memilih karena usia mereka. Mempengaruhi pilihan politik 

pemilih pemula melalui berbagai upaya. Bahkan, partai politik meminta 

pertanggungjawaban pemilih pemula melalui kampanye terkait kebijakan 

moneter. Ada beberapa alasan mengapa pemilih baru dapat berpartisipasi dalam 

pemungutan suara. Itu karena sebagian besar pemilih baru terus mempercayai  

Sasmita (2011: 219). Lingkungan langsung, agen masyarakat desa. 

Keluarga dan organisasi sosial.Pada saat yang sama, ditegaskan bahwa informasi 

politik yang dikumpulkan secara resmi melalui pendidikan masih terbatas. Tidak 

dapat disangkal bahwa pemilih pertama yang bodoh memilih untuk tidak 

berpartisipasi dalam pemilihan legislatif. Adapun kerangka pikir penelitian yaitu: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Objek Penelitian 

  Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 

mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi yaitu 

mengenai partisipasi politik pemilih pemula. 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih dengan maksud untuk 

mengungkapkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka. Sumber data dalam penelitian kualitatif 

dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda dan 

rekaman, dokumen atau arsip. Penelitian ini dipilih karena peneliti hanya 

bermaksud menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan pemaknaan fenomena yang ada dilapangan. Desain penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif, maka peneliti bermaksud untuk 

mengungkapkan fakta dan memperoleh data serta informasi mengenai partisipasi 

politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di 
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Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, kemudian data atau informasi yang 

diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan 

disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik sesuai 

kesimpulan. 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Partisipasi 

politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di 

Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. 

3.2.2 Teknik Pengumpuan Data 

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data meliputi: 

1. Observasi  

Metode observasional (pengamatan) adalah proses penggalian data 

dimana peneliti mengamati objek-objek yang berkaitan dengan tempat, 

kegiatan, ruang, sasaran, pelaku, objek, waktu dan kejadian. 

2. Wawancara  

Wawancara mendetail adalah suatu kegiatan yang informasinya 

diperoleh dengan cara langsung meminta orang untuk memberikan 

informasi secara rinci. Untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan 

bagi analisis, wawancara dilakukan dalam salinan terlampir dari hasil 

wawancara.. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan catatan lapangan dan dokumen atau menggunakan sumber 

lain mengenai partisipasi politik pemilih baru dalam pemilihan bupati dan 

wakil Bourne Borango di kota Pangi di wilayah Suwa Timur. Sebagian 

besar data tersedia dalam format surat, laporan, peraturan, dan foto. 

Teknologi dalam dokumen ini tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga 

peneliti dapat menelusuri apa yang terjadi. Tujuan dari skripsi ini adalah 

untuk memvalidasi data, menyajikan data untuk menarik kesimpulan, dan 

menambah data observasi dan wawancara. 

3.2.3 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data dalam maka informan pada penelitian ini adalah: 

1. PPK dan PPS di Kecamatan Suwawa Timur khususnya di Desa Pangi 

berjumlah 6 orang. 

2. Masyarakat pemilih pemula berjumlah 8 orang 

3.2.4 Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif  yang 

menggambarkan data terkait partisipasi politik di kalangan pemilih 

pemula, dan analisis dalam penelitian ini adalah data terkait partisipasi 

politik pemilih baru pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 

Bolango. Analisis data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data 

yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan 

komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain. Menurut 
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Miles and Huberman (Sugiyono, 2012:337), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) data reduction, (2) data 

display, dan (3) conclusion drawing/verification. 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Analisis data berarti mengatur data dan data yang dikumpulkan 

biasanya mencakup catatan lapangan, komentar peneliti, foto, dokumen, 

laporan, dll. terkait persoalan politik Partisipasi pemilih baru dalam 

pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota. - Bupati Bourne Borango.Data 

yang tidak relevan dengan subjek penelitian akan dibuang. Data yang tidak 

direduksi dicatat sebagai catatan lapangan yang diperoleh dari data 

observasi dan informasi yang diberikan oleh informan yang tidak terkait 

dengan pertanyaan survei. Data direduksi dengan mengutamakan data 

yang tidak penting dan tidak berarti. Data reduksi ditampilkan sebagai 

laporan survei. Oleh karena itu, interpretasi hasil pencarian menjadi lebih 

jelas. 

 Mengurangi data dengan memilih dan mengelompokkan data yang 

dikumpulkan berdasarkan kesamaan data. Baik itu data hasil wawancara 

dengan responden, data hasil observasi, maupun data dari dokumen-

dokumen yang ada. Data tersebut kemudian dikategorikan sebagai bahan 

penyajian data untuk membentuk kesimpulan dari data tersebut.. 

2. Data Display  (Penyajian data)  
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Penyajian Data Yang dilakukan adalah bagaimana penemuan baru 

berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Penyajian data penelitian 

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang menarik tentang 

masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, 

interpretasi hasil, dan integrasi ke dalam teori..  

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan) 

 Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan apa yang ditarik 

dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian. 

3.2.5 Teknik Keabsahan Data 

Teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik untuk memvalidasi data dengan menggunakan 

satu sama lain. Validasi data diperlukan untuk mendapatkan data yang 

sehat secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan segitiga sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh selama wawancara dan membandingkan konsistensi dan 

relevansi informan dengan informasi yang diberikan oleh informan. 

Informasi lain yang diberikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

Desa Pangi terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tutulo, Dusun Butu dan 

Dusun Ligi. Desa Pangi termasuk pada Desa Administratif pemerintahan 

Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data potensi 

desa, luas Desa Pamgi adalah ± 210 Ha dengan jumlah penduduk 784 jiwa atau 

204 KK. Jumlah penduduk laki – laki sebesar 409 orang dan perempuan 375 

orang. Jumlah KK miskin sebanyak 73 KK. Desa Pangi terletak di daerah 

bantaran sungan dan pegunungan bagian Utara Kabupaten Bone Bolango. 

 Desa Pangi pada tahun 2012 telah mengadakan pemilihan kepala Desa 

secara langsung yang merupakan pilkades pertama kali sejak Desa Pangi menjadi 

desa yang Definitif, dimana yang terpilih menjadi kepala desa yaitu Bapak Seprin 

Suleman untuk periode 2012 – 2018 kemudian dari hasil pilkades tahun 2017 

untuk periode kedua Bapak Saprin Suleman kembali terpilih untuk masa jabatan 

2018 – 2024. 

 Sejak dulu penduduk Desa Pangi bermata pencaharian sebagai petani, 

sehingga persentase terbesar wilayah Desa Pangi adalah lahan 

perkebunan/pertanian, jagung, cabe, coklat, kemiri, pisang dan kelapa merupakan 

komoditi utama dalam prospek ekonomi masyarakat Desa Pangi, sehingga 

kelarasan petumbuhan ekonomi dapat diukur dari  akselarasi dan kapasitas suber 
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daya manusia Desa Pangi. Luasnya area perkebunan/pertanian bukan tolak ukur 

sebagai tingakat kesejahtraan masyarakat Desa Pangi, hal ini dibuktikan dengan 

masih tingginya angka kemiskinan dalam konteks kepala keluarga yang ada di 

Desa Pangi. 

2. Visi, Misi, Strategi, Program Dan Kegiatan 

1. VISI 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi 

Desa Pangi ini dilakukan dengan pendekatan partisifasi, melibatkan pihak – pihak 

yang berkepentingan di Desa Pangi seperti pemerintahan Desa, BPD, Toko 

Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada 

umumnya. 

 Atas pertimbangan kondisi ekternal dan internal di Desa seperti satuan 

kerja, potensi sumber daya wilayah, maka disepakati visi desa Pangi adalah :  

“ Terwujudnya Desa Pangi Yang Mandiri dan Berdaya Saing “ 

5.2 MISI 

 Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat 

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa 

tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat 

dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagai penyusunan visi, misipun dalam 

penyusunannya menggunakan pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi 

dan kebutuhan Desa Pagi, pendekatan dan proses  seperti itu, maka dirumuskan 

misi Desa Pangi berikut : 
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1.Bidang penyelenggaraan pemerintah. 

a. Pelayanan yang efektiv, efisien dan profesional berbasis digital dengan 

motto “ Cepat Tepat dan Pelayanan Sebaik Mungkin “ kepada masyarakat 

b. Pengelolaan administrasi Desa yang transparan, akurat dan akuntebel 

berbasis IT 

c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui kuliah, diklat, bimtek dan 

pelatihan – pelatihan. 

d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public di kantor Desa  

e. Mewujudkan system informasi penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan  

f. Peningkatan pendapatan asli Desa 

g. Mewujudkan sinergitas pemerintah desa dan lembaga – lembaga desa. 

3. Data Geografis Desa Pangi 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Desa pangi merupakan salah satu desa yang terletak pada kawasan 

perbukitan dibagian utara dan bantaran sungai dibagian selatan yang brada di 

Kecamatan Suwawa Timur. Desa ini memiliki batas administrasi yaitu : 

 Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Pangi 

No Batas – batas Desa Pangi 

1 Sebelah Utara Berbatasan dengan Kab. Gorontalo Utara 

2 Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Sungan Bone 

3 Sebelah Timur Berbatsan Dengan Desa Poduwoma 

4 Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Tilangobula 

Sumber Data :  Profil Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, 2021. 
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b. Iklim 

Iklim Desa Pangi sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba. Tetapi musim penghujan 

lebih dominan di Desa Pangi, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa pangi Kecamatan Suwawa 

Timur. Suhu rata – rata harian berkisar 27⁰ C - 30⁰ C. 

4. Data Jumlah Penduduk Desa dan Rumah Tangga 

 Penduduk merupakan hal yang terpenting dari sebuah daerah karena 

dengan begitu daerah tersebut telah memiliki peluang populasi untuk Sumber 

daya Manusia. Adapun dari segi kuantitasnya penekanan jumlah penduduk serta 

data untuk setiap daerah dianggap perlu untuk dianalisis sehingga tidak terjadinya 

peningkatan populasi. Adapun data jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Desa 

Pangi Kecamatan Suwawa Timur disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

Jumlah Penduduk Jumlah Rumah 

Tangga Laki-laki Perempuan Jumlah 

409 375 784 204 

Sumber Data :  Profil Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, 2021. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumah penduduk Desa Pangi 

mempunyai jumlah penduduk 784 jiwa ( 409 laki – laki dan 375 perempuan ), 

terdiri dari 204 kepala keluarga. 

 

5. Data Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Pangi 

Perubahan kondisi ekonomi penduduk di suatu daerah manandakan adanya 

suatu peningkatan ekonomi kreatif dikalangan masyarakat, Namun apabila setiap 
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tahunnya tidak terjadi peruabahan data ekonomi maka dapat dikatakan bahwa 

daerah tersebut adalah daerah yang tidak berkembang.  

Begitu pula di Desa Pangi untuk mengetahui keadaan ekonomi 

masyrakatnya maka pihak Pemerintah Desa selalu mengadakan Pengumpulan data 

kembali tentang kondisi ekonomi Masyarakat. Adapun kondisi ekonomi 

masyarakat Desa Pangi disajikan dalam tabel berikut:  

 

Tabel 4.3 Data Jumlah KK Berdasarkan Kondisi Ekonomi Desa Pangi 

 

Dusun Jumlah KK  

Jumlah KK Sedang Miskin Kaya 

Dusun I 40 81 7 128 

Dusun II 60 72 4 136 

Jumlah 100 153 11 264 

Sumber Data :  Profil Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, 2021. 

 Dari data di atas dapat di ketahui bahwa dusun Palapa jumlah kk yang 

miskin 81 orang, jumlah kk yang sedang 40, jumlah kk yang kaya 7 orang, dari 

Dusun II  jumlah  kk yang miskin 72 orang, jumlah kk yang sedang 60 orang, dan 

jumlah kk yang kaya 4 orang. Jadi, dapat di simpulkan jumlah kk yang miskin, 

banyak terdapat pada dusun Dusun II, jumlah kk yang sedang,  banyak terdapat 

pada dusun I dan jumlah kk yang kaya, banyak terdapat pada dusun  II.  

 

6. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Dengan adanya jumlah penduduk yang memadai belum tentu sumber daya 

Alam dapat dikelola dengan baik pula. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas dengan tingkat pendidikan yang memadai pula. Adapun data 

penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Pangi Sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  

No PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Tidak lulus SD 17 

2 Lulus SD 198 

3 Tidak lulus SMP/sederajat 105 

4 Lulus SMP/sederajat 121 

5 Tidak lulus SMA/sederajat 139 

6 Lulus SMA/sederajat 134 

7 PT 43 

Jumlah 757 

          Sumber Data :  Profil Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, 2021. 

 Berdasarkan tabel di atas maka data pendidikan di Desa Pangi berdasarkan 

jumlah penduduk setiap dusun dapat dikatakan baik hal ini dikarenakan kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikan kian meningkat. Hal ini juga didukung oleh 

prasana tempat pendidikan yang ada di Desa Pangi khususnya Kecamatan 

Suwawa Timur. 

7. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan  

Selain pendidikan bagi masyarakat, pekerjaan pula turut member andil 

dalam pengembangan wilayah Bunto. Ditinjau dari sisi luas wilayah desa maka 

tentunya terdapat berbagai ragam pekerjaan yang digeluti oleh pihak masyarakat 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok dalam berumah tangga.  

Berikut adalah data penduduk Desa Pangi berdasarkan pekerjaan, 

sebagaimana data dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Data Penduduk Desa Pangi Berdasarkan Pekerjaan 

Pendidikan Dusun I Dusun III Jumlah 

Petani 49 45 94 

Buruh 45 40 85 

Pelaku UMKM 2 1 3 

Nelayan 11 13 24 

PNS 15 21 38 

Pensiunan 3 2 5 

Sumber Data :  Profil Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, 2021. 

 Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagai besar 

pekerjaan masyarakat Desa Pangi adalah petani sawah/kebun. Begitu pula 

pekerjaan sebagai buruh terdapat 85 orang masyarakat. Pelaku Usaha Kecil 

Masyarakat 3 orang. Selain itu, terdapat pula Pegawai Negeri Sipil 38 orang dan 

pensiunan 5 orang. 

 Pada pelaksanaan pemilu 2021, berdasarkan pembaruan data per 29 Maret 

2020, di Kabupaten Bone Bolango tercatat 97.093 pemilih. 19.621 pemilih 

pemula di Kabupaten Bone Bolango dan 167 pemilih pemula di Desa Pangi 

Kecamatan Suwawa Timur Kab. Bone Bolango 

4.1.2 Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bone Bolango di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

 

Partisipasi politik pemilih pemula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bone Bolango tahun 2020  yang sudah dilaksanakan dengan menghasil Bupati 

Terpilih sebagai bagian dari partisipasi sosial pada umumnya sangatlah 

menentukan berhasilnya Pembangunan nasional, khususnya pembangunan di 

bidang kehidupan politik. Di dalam masyarakat yang tradisional, Pemerintah dan 
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politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Petani, 

tukang dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang besar dapat 

menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan Pemerintah mempengaruhi 

kehidupan mereka sendiri. Partisipasi itu nampak dalam kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu 

dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Bentuk partisipasi politik yang lain 

ialah mengikuti Rapat umum atau demostrasi yang diselenggarakan oleh suatu 

organisasi politik atau oleh kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi seperti ini 

bisa bersifat spontan tetapi seringkali Karena di organisasi oleh partai-partai 

politik, kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-

masing (Maran, 2011;105). Menurut seorang informan inisial RI selaku sekertaris 

Desa bahwa: 

Saya perhatikan dorang anak-anak muda disini so lebe semangat ba 

dukung kegiatan politik, so jaga iko-iko kampanye, sosialisasi yang paslon 

ada laksanakan. Pokoknya so lebe meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya, klo mo lia di data, ada 75% anak muda yang jadi Tim Sukses 

dari Calon Bupati. (Wawancara tanggal 30 Mei 2021) 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat IL (20 tahun) hasil wawancara 

Wawancara tanggal 31 Mei 2021 mengatakan: 

“Kampanye sangat penting untuk torang ikuti. Karena dari kampanye, 

torang bisa tau Visi, Misi dan program kerja apa yang akan dilakukan oleh 

bupati dan wakil bupati di kabupaten Bone Bolango kedepan. makanya 

saya iko kampanye yang dibuat meskipun terbatas karena pandemi covid-

19. yang saya ikuti secara dialogis karena monologis ditiadakan, tapi ada 

beberapa calon yang tetap pergi ke rumah utk sosialisasi visi dan misi”. 

(Wawancara tanggal 30 Mei 2021) 
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Ada Pemilih pemula di Desa Pangi juga yang beranggapan bahwa 

kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus 

mengalahkan segala rutinitas dan kegiatan mereka sehari-hari, mengakibatkan 

para pemilih pemula enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. 

Pemilih pemula yang lain beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan 

kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan, selain itu juga 

mereka dapat memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah atau 

bupati dan wakil bupati yang mereka dukung. Namun ada pula yang beralasan 

bahwa kampanye hanya hegiatan hura-hura dan ajang berkumpul dengan teman-

teman saja, dan tidak memperdulikan arti dari kegiatan kampanye yang 

sebenarnya. Hal ini sesuai hasil wawancara KT selaku pemilih pemula bahwa, ia 

mengatakan: 

“sebenarnya saya kurang suka deng kegiatan politik bagini. tapi, saya tetap 

iko kampanye karena taman-taman ada pangge. Depe kampanye terbatas 

karna masih pandemi, tapi ada olo yang datang ka rumah. Dorang bilang 

kalo mo iko kampanye mo dapa serangan fajar (amplop)”. (Wawancara 

tanggal 2 Juni 2021) 

 

Sesuai dengan  hasil wawancara di atas, ternyata masi ada pemilih pemula 

di Kecamatan Suwawa Timur yang belum mengerti apa tujuan kampanye, bahkan 

ada yang tidak memperdulikan keadaan politik di daerah. 

Partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan khususnya 

pendidikan politik pada pemilh pemula dapat mempengaruhi tingkat kesadaran 

politiknya. Pendidikan politik yang baik dapat memberikan pemahaman pada 

warga masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
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Partisipasi politik politik pemula yaitu para remaja yang baru memilih 

karena umur yang baru mencukupi pada hari pemilihan, hal ini menimbulkan rasa 

penasaran bagi pemula yang baru memberi diri dalam pemilihan umum, meskipun 

tidak semuanya pemilih pemula berpendapat hal yang sama. Itu sebabnya salah 

satu bentuk pemilih pemula mengambil bagian dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah. tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada, menunjukan 

perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar 

berpolitik, ada pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk 

berpartisipasi lewat pesta demokrasi, namun ada juga sebagian pemilih pemula 

mengambil jalan untuk tidak memilih atau golongan putih karena bagi mereka 

pribadi, nasib mereka di tanggung mereka sendiri 

Partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula di Desa Pangi 

dalam pemilihan bupati dan wakil bupati adalah Pemberian Suara, Kampanye, dan 

berbicara masalah politik. Menggunakan hak suara 

1. Kesadaran politik (Menggunakan hak suara) 

Ukuran tingkat kesadaran politik masyarakat di kawasan pantai dalam 

kegiatankegiatan politik didasarkan pada sejauh mana manfaat yang mereka 

peroleh dengan menggunakan lembaga-lembaga politik yang ada sebagai usaha 

merubah kondisi kehidupan untuk meraih kesempatan-kesempatan politis. 

Tampaknya masyarakat di kawasan pantai menggunakan momen politik melalui 

pola hubungan ponggawa sawi sebagai bagian dari tuntutan menunaikan hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. Informan AK selaku petugas KPU yang 

tergabung dalam panitia pelaksana mengatakan bahwa: 
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Keterlibatan mereka dalam kegiatan pemberian suara (voting), kegiatan 

kampanye pemilu, kegiatan organisasi sosial politik, diskusi politik, dan 

kontak politik langsung, telah memungkinkan melakukan tuntutan-

tuntutan politik, namun belum maksimal secara intens melakukan 

tuntutan-tuntutan itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada, karena 

perilaku politik mereka sebagian besar merupakan refleksi mobilisasi 

politik. (Wawancara tanggal 4 Juni 2021) 

 

Mereka menyadari bahwa system yang ada memberi akses bagi aspirasi 

dan kepentingannya bilamana disalurkan dan diperjuangkan oleh ponggawa 

(patron) mereka. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang turut memberi 

andil terhadap terpeliharanya dan dipertahankannya jalinan hubungan ponggawa-

sawi di kalangan masyarakat pantai, karena adanya manfaat, baik manfaat 

langsung maupun manfaat tidak langsung dari hubungan tersebut. 

Tingginya keikutsertaan masyarakat di kawasan pantai dalam kegiatan 

kampanye pemilu, juga tidak lepas dari adanya aspek mobilisasi. Masyarakat di 

kawasan pantai sangat aktif melakukan kegiatan politik jika kegiatan politik yang 

berlangsung dimotori dengan melibatkan ponggawa dan pemerintah sebagai 

patron mereka. Tampaknya ponggawa sebagai patron para sawinya, memegang 

peranan penting dalam aspek mobilisasi massa dikalangan masyarakat pantai 

dalam berbagai aktivitas politik. 

 

2. Terlibat dalam kegiatan politik 

Tingginya partisipasi masyarakat di kawasan Suwawa Timur dalam 

aktivitas pemberian suara berdasarkan minat dan manfaat, tidak dapat dipisahkan 

dengan aspek mobilisasi massa yang dilakukan baik  oleh pemerintah maupun 

para ponggawa terhadap sawinya (aspek mobilisasi politik dan partisipasi politik 

tidak dipertentangkan satu sama lain dalam penelitian ini). Mobilisasi massa  



 

 

38 

ketempat-tempat pemungutan suara yang dilakukan oleh pemerintah dan para 

punggawa turut menentukan kemenangan suara salah satu kontestan atau partai 

politik.  

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango 2020 

merupakan rangkaian pesta demokrasi yang di tunggu-tunggu oleh warga 

masyarakat Bone Bolango untuk menentukan siapa yang akan memimpin 

Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika mesyarakat di Desa Pangi Kabupaten Bone Bolango begitu 

antusias untuk mensukseskan pagelaran itu, khususnya pemilih pemula. 

 Untuk melakukan kegiatan ini yang diperlukan hanyalah sedikit inisiatif 

(Maran 2011;151).Sesuai dengan pendapat Michel dan atholff di atas bahwa 

voting merupakan bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya, 

tetapi setelah penulis meneliti ternyata ada pemililih pemula yang dalam 

menentukan pilihan politiknya tidak sesuai hati nurani mereka. Hal ini sama 

seperti yang dikatakan oleh SL pada wawancara yang menyatakan: 

“Saya ba pilih bupati dan wakil bupati sesuai dengan hati nurani saya. 

Tidak ada yang ba paksa sama skali, baik itu dari kakak ataupun dari ibu 

saya. Karena saya tahu, datang ke TPS dan mencoblos adalah kewajiban 

saya sebagai warga Negara” (Wawancara tanggal 4 Juni 2021) 

 

Hal ini berbeda dengan apa yang di katakan oleh AM pada wawancara, ia 

mengatakan: 

“Saya ba pilih Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan saya pe mama papa 

pe pilihan. Saya baku iko deng dorang saja soalnya saya tidak terlalu tahu 

dengan para calon bupati dan wakil bupati di pilkada kabupaten Bone 

Bolango 2020”. (Wawancara tanggal 4 Juni 2021) 
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Dari hasil wawancara diatas, ada pemilih pemula yang memilih tidak 

sesuai dengan hati nurani mereka. Hal ini dapat di analisis sebagai berikut, 

penggambaran yang sering muncul tentang pemilih pemula adalah kurangnya 

pengetahuan dan pengalaman menjadikan mereka tidak percaya diri dalam 

menentukan pilihannya. 

Tingkat keterlibatan masyarakat di Desa Pangi dalam mengikuti diskusi-

diskusi  politik. Dari data tersebut menunjukkan, tampaknya masyarakat cukup 

berminat termotivasi membicarakan persoalan-persoalan politik, karena ada 

manfaat yang mereka peroleh dari kegiatan itu. Karena diskusi-diskusi politik 

paling sering terjadi di lingkungan pekerjaan (lingkungan fungsional spesial) 

maka paling kurang ada 2 (dua) manfaat penting yang diperoleh, yaitu : (1) dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan politik mereka (2) ada kaitannya dengan 

pekerjaan mereka, khususnya sawi yang ponggawanya gemar membicarakan 

persoalanpersoalan politik. Informan RI mengatakan bahwa: 

 Masyarakat di Desa Pangi senantiasa terlibat dalam kegiatan rapat-rapat 

umum. Informan yang sangat tinggi dan tinggi keterlibatannya dalam kegiatan 

tersebut, kebanyakan berasal dari kelompok ponggawa. Kelompok ponggawa 

inilah sebagai agen penggerak massa, terutama menggerakkan sawinya untuk 

mengikuti rapat-rapat umum. (Wawancara tanggal 4 Juni 2021) 

Perkembangan partisipasi politik terlihat dalam konteks kontinum 

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perubahan secara bertahap akan terjadi dari 

segi teknis, dan sebagian dari kerangka dasar dan sistem politik masyarakat. 

Secara teknis, pertumbuhan partisipasi politik berkaitan dengan struktur 
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masyarakat dan prosedur partisipasi. Sistem sosial dan politik terkait dengan 

struktur kekuasaan. Secara teknis, sebagai dinamika kelompok yang 

mempertahankan kekuasaan dan menekankan pada sifat struktural keanggotaan, 

perlu dilakukan upaya untuk memulihkan partisipasi politik publik melalui 

kesetaraan kelompok dan kesetaraan kesempatan. 

 Model pendidikan politik yang diberikan oleh elit politik belum 

berkembang menjadi model pendidikan yang lebih cerdas. Elit politik cenderung 

membeli suara rakyat dengan harga yang lebih murah. Kemiskinan dan 

ketidaktahuan politik rakyat. Faktor inilah yang dimanfaatkan oleh para elit politik 

untuk memperoleh dukungan dalam segala perilaku demokrasi saat ini: orientasi 

politik dan aksi masyarakat. Bahkan, elit memberikan pendidikan politik 

intelektual kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran demokrasi di 

berbagai bidang. Semakin tinggi partisipasi pemberdayaan masyarakat, semakin 

tinggi rasa demokrasi tersebut.  

 Oleh karena itu, rasa partisipasi aktif dalam kenyataan ada. Sistem politik, 

jika ada, ia dapat mengatur untuk menanggapinya, tergantung pada suasana 

lingkungan di mana ia berada. Jika kondisi dibalik, misalnya, seseorang terbiasa 

dengan lingkungan politik yang demokratis. Bahkan dalam masyarakat feodal, 

sikap dan perilaku politik yang aneh atau terkesan negatif terjadi, misalnya ketika 

ditempatkan dalam lingkungan politik. 

 Ketidaksetaraan seperti itu menyusahkan, membuat frustrasi, atau dapat 

menyebabkan kecemasan dan sikap ini mungkin tidak diungkapkan kepada orang 

lain.Tetapi keheningannya benar-benar merupakan bentuk tindakan politik, dan 
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yang terakhir dapat mencoba mengubah negara yang tidak demokratis ini, tetapi 

menjadi tindakan mereka yang terbiasa dengannya. Sulit untuk diatasi. Kondisi ini 

mempengaruhi partisipasi.  

 Dalam hal ini, diperlukan ruang pendidikan politik yang cerdas untuk 

melindungi masyarakat dari faktor-faktor yang menghalangi mereka untuk 

berpartisipasi.Partisipasi secara harafiah berarti partisipasi, dan dalam konteks 

politik berarti partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik.  

 Sebenarnya, Golput bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Namun 

karena alasan ini, tidak bisa dipungkiri banyak orang yang tidak memilih karena 

alasan lain.Ada yang bersifat teknis, seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, ada 

pula yang membosankan dan merepotkan untuk memilih. 

Dalam kajian sosiologi politik, partisipasi politik terlepas dari tipe sistem 

politik yang ada. Secara logis hal tersebut memunculkan peranan para politisi 

profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran. 

Karena itu dalam pandangan Michael Rush, partisipasi politik lebih bisa dipahami 

secara rasional, ia menjelaskanya bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan 

individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. 

Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas 

jabatannya.  

4.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

 

Selain bentuk-bentuk partisipasi politik dari pemilih pemula yang di teliti, 

peneliti juga meneliti tentang faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi 
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politik pemilih pemula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Desa Pangi 

Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Adapun faktor Pendorong 

adalah: 

1.  Faktor Internal (Rangsangan Politik) 

 Faktor pendorong yang menurut Mibrath diantaranya Adanya rangsangan 

politik, rangsangan politik sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran 

seorang pemilih pemula agar mau berpartisipasi dalam kegiatan politik.Dalam hal 

ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi 

politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal.Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KT pada wawancara bahwa : 

“Saya ikut milih karena sesuai informasi yang saya liat dari berita-berita 

yang saya liat di tv bahwa setiap warga masyarakat yang suda berusia 17 

tahun harus wajib memilih”. (Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

 Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, pemilih pemula di Desa 

Pangi Kecamatan Suwawa Timur terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

Kabupaten Bone Bolango karena ada rangsangan dari media masa atau eletronik. 

2. Faktor Internal (Karakteristik Pribadi Seseorang) 

 Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial 

yang besar terhadap problem sosial, politik ekonomi, sosial budaya, hankam, 

biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. Sesuai hasil wawancara dengan 

informan AJK mengatakan: 

“saya sangat peduli dengan keadaan politik di Negara ini. apalagi di 

kabupaten Bone Bolango. Melihat banyak masalah yang sering terjadi di 



 

 

43 

kabupaten Bone Bolango ini, membuat saya lebih bersemangat dalam 

memilih. Dengan harapan, calon yang saya pilih dapat mengubah 

kabupaten Bone Bolango lebih baik lagi”. (Wawancara tanggal 2 Juni 

2021) 

 

 Para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai 

macam perbedaan itu para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa 

Timur cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai 

masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pilkada kabupaten Bone Bolango 

2020 dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang 

mereka dapat. 

3. Faktor Eksernal (Karakteristik Sosial) 

Faktor pendorong partisipasi politik lainnya yaitu karakteristik sosial, 

bagaimana pun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap 

perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau 

berpartisipasi dalam bidang politik.Para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan 

Suwawa Timur mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun 

dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan 

Suwawa Timur cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, 

peran mereka sebagai masyarakat. 

4. Faktor Eksernal (Situasi atau lingkungan politik) 

 Situasi atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu faktor 

pendorong dalam berpartisipasi politik. Dengan lingkungan politik yang kondusif 

akan membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman 
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untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik 

yang otoriter.Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal 

dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. 

Hasil wawancara dengan pemilih pemula AK, mengatakan: 

“alhamdulillah klo disini aman-aman saja dpe situasi. Pas somo pemilu so 

tidak pernah ada yang bakalae. Situasi pemilihan bupati dan wakil bupati di 

desa pa torang sangat mendukung. Jadi torang bisa ba pilih dengan aman. 

Tidak ada yang ba paksa dari siapapun”. (Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

  

Di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur hampir setiap daerahnya aman dan 

kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pilkada 

Kabupate Bone Bolango 2020 termasuk para pemilih pemula. Dari informasi yang 

didapat dari beberapa informan, para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan 

Suwawa Timur berpartisipasi dalam Pilkada Bone Bolango 2020 berdasarkan 

keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu 

hal yang otoriter.Hal ini sesuai dengan Pendapat pemilih pemula AM menyatakan: 

“saya memilih sesuai dengan hati nurani saya, tidak ada pengaruh dari 

orang tua saya”. (Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

5. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik merupakan faktor pendorong lain dalam partisipasi politik, 

pendidikan politik sangatlah penting bagi masyarakat khususnya pemilih pemula, 

karena pemilih pemula merupakan generasi penerus bangsa.Pendidikan politik 

masyarakat termasuk pemilih pemula di dalamnya dapat dilihat dari aktivitas-

aktivitas politik mereka, hal tersebut juga dapat dilihat dari keaktifan mereka 
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sebagai pengurus anggota partai politik. Sesuai dengan pendapat LD (18 tahun), 

mengatakan: 

“setau saya, belum ada program dari partai politik untuk membuat 

pendidikan politik untuk tolrang selaku pemilih pemula. Saya lebih banyak 

cari tahu tentang politik dari media dan pelajaran di sekolah”. 

(Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

 

Pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur sudah banyak yang 

mendapatkan pendidikan politik dari sekolah, Universitas, atau dari lingkungan 

rumah mereka yang membuat mereka merasa wajib untuk berpartisipasi dalam 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Bone Bolango 2020. Sementara 

dari partai politik sendiri masih kurang bahkan tidak ada sama sekali. Pendidikan 

politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya 

internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya. 

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik Pemilih Pemula dalam 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur 

Kabupaten Bone Bolango antara lain: 

1. Kesibukan Kegiatan Sehari-hari 

Kegiatan sehari-hari para pemilih pemula di Desa Pangi Kecamatan Suwawa 

Timur Kabupaten Bone Bolango, umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan 

pekerja.Hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata umurnya 

berkisar 17-21 tahun itu.Hal inilah yang menjadikan pemilih pemula enggan 

melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu yang banyak.Tuntutan 

sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula di 

Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur enggan melakukan kegiatannya di bidang 

politrik.Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari 
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untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi 

factor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan 

umum. Hal ini diungkapkan informan AM: 

“saya pe tugas yang saya tau cuma mo skolah deng baku bantu mama 

papa dirumah. Menurut saya, datang ke TPS itu suda cukup. Karena untuk 

mengurus persiapan kampanye dan lain-lain kan so ada yang ba urus.” 

(Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

  

Kenyataan ini sebenarnya dapat disiasati dengan cara pembagian waktu 

antara sekolah dan pekerjaan dengan melakukan kegiatan politik di masyarakat. 

Bukan merupakan hal yang tabu jika seorang pelajar atau pekerja ikut dalam 

kegiatan politik di masyarakat. 

2. Minder 

Minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau 

minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi 

yang rendah.Menurut Mohtar Mas’oed disamping pendidikan dan sosial ekonomi 

perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi 

dalam politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi dari pada perempuan, 

orang yang berstatus sosial tinggi lebih aktif dari pada berstatus sosial rendah 

(Mohtar Mas’oed, 2008;61).Mereka merasa tidak berhak tampil dalam kegiatan 

politik dari pada mereka yang punya status sosial ekonomi yang tinggi dan 

pengalaman yang memadai.Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam 

masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan 

mempunyai status sosial ekonomi yang cukup.keikut sertaan pemilih pemula 

dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih pemula adalah satu hal yang istimewa. 

Sehinga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun dalam dunia politik 
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adalah orang-orang kaya, berpendidikan ataupun orang yang suda berpengalaman 

dalam dunia politik.Beberapa informan AK berpendapat hal yang sama, salah 

satunya pendapat dia mengatakan: 

“ssaya malu mo jadi panitia pemilu, soalnya tidak biasa bicara didepan 

umum, pokoknya malu dapa lia orang banyak.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2021) 

Pendapat yang sama dengan AL (19 tahun) mengatakan: 

“saya tako mo ta salah kalo jadi panitia, soalnya belum ada pengalaman, 

biar orang tua saja yang jadi panitia.” (Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

3. Larangan Dari Pihak Keluarga 

Setelah penulis meneliti, ternyata ada pemilih pemula tidak biasa ikut 

berpartisipasi dalam Politik khusunya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa 

Pangi Kecamatan Suwawa Timur kabupaten Bone Bolango karena di larang oleh 

orang tua mereka.Hal tersebut sesuai dengan pendapat RA dia mengatakan: 

“saya pe mama tidak mo kase iko-iko kampanye bagitu, soalnya saya masih 

disuruh fokus sekolah, belajar, belajar dan belajar.” (Wawancara tanggal 2 Juni 

2021) 

Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan 

seseorang. Pihak keluarga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku 

anggota keluarga yang lain. Jika pihak keluarga suda tidak mendukung keputusan 

seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya. 

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanan Pendidikan Politik di 

kalangan remaja Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, dapat dikemukakan 

berikut ini. 
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1. Faktor rendahnya tingkat pendidikan remaja 

Sebagaimana dipahami pendidikan merupakan faktor penting dalam 

menunjang pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan kondisi pendidikan remaja di 

Desa Pangi dapat dijelaskan bahwa jumlah remaja (usia 15-21 tahun) adalah 371 

orang. Dari jumlah tersebut terdapat 115 orang atau 31 % yang putus sekolah dan 

256 orang atau 69% sementara studi. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu 

penghambat pelaksanaan Pendidikan Politik di kalangan remaja Desa Pangi 

Kecamatan Suwawa Timur. 

2. Faktor kurangnya dukungan masyarakat 

Dukungan masyarakat yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah 

adanya dorongan masyarakat kepada para remaja untuk mengikuti kegiatan 

pendidikan politik baik secara formal maupun non formal. Penulis mengamati 

bahwa dukungan masyarakat ini masih kurang terlihat disebabkan oleh tingkat 

pendidikan dan pekerjaan orang tua yang masih rendah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabulasi berikut ini. 

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat dalam Jiwa 

Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Ket. 

Tidak lulus SD 17  

Lulus SD 198  

Tidak lulus SMP/sederajat 105  

Lulus SMP/sederajat 121  

Tidak lulus SMA/sederajat 139  

Lulus SMA/sederajat 134  

PT 43  

Jumlah 757  

Sumber data: profil Desa Pangi tahun 2021 

Dari tabulasi data tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat di Desa Pangi masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari akumulasi 
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jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang tidak lulus SD, lulus SD dan 

tidak lulus SMP berjumlah 420 jiwa atau 49%, untuk lulus SMP, tidak lulus SMA 

dan lulus SMA adalah 394 jiwa atau 46% sedangkan untuk perguruan tinggi baik 

sementara kuliah maupun sudah lulus berjumlah 43 jiwa atau 5%. Angka ini 

tentunya merupakan indikasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah 

dan memberikan pengaruh terhadap pemberian dorongan kepada remaja dalam 

politik. 

Hal ini diakui pula oleh Sekeraris Desa Pangi (RI) bahwa memang dari 

segi pendidikan, masyarakat Pangi masih cukup rendah, rata-rata masyarakat 

hanya berpendidikan SD, SMP bahkan ada yang tidak sampai tamat SD. Hal ini 

tentunya menjadi salah satu alasan kurangnya dukungan masyarakat dalam 

mendorong remaja untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik (Wawancara 

tanggal 30 Mei 2021). 

3. Faktor mekanisme kegiatan yang tidak kontinyu 

Hambatan selanjutnya adalah terletak pada mekanisme kegiatan yang 

hanya bersifat temporal atau tergantung moment kegiatan. Sesuai pengamatan 

penulis bahwa pelaksanaan pendidikan politik hanya dilaksanakan pada saat 

menjelang hajatan politik yaitu pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden, dan 

pemilu kepala daerah. Setelah pelaksanaan selesai, maka tidak ada satupun 

kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. 

4. Faktor penyelenggara kegiatan pendidikan politik 

Hambatan selanjutnya terletak pada penyelenggara kegiatan pendidikan 

politik. Pada dasarnya pendidikan politik ini dilaksanakan oleh partai politik yang 
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mengemban tugas sebagai lembaga politik yang memiliki salah satu fungsi 

pendidikan politik. Akan tetapi, fungsi ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh 

partai politik. 

Menurut salah seorang informan ARL selaku petuas KPU bahwa salah 

satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Alhasil, fungsi 

pendidikan politik parpol belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi 

peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru partai politik menuai kritik. 

Karena parpol cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan 

para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan 

negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol 

hanya sebuah slogan tak bermakna. Kondisi ini menuntut setiap partai politik 

untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol 

secara konsisten dan terus-menerus. (Wawancara tanggal 2 Juni 2021) 

Oleh karena partisipasi politik itu berbeda-beda pada suatu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat-masyarakat 

khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari konsep-konsep mengenai 

apathi politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam ketidakterlibatan dan 

keterlibatan mereka yang terbatas.  
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4.2 Pembahasan 

Tentu saja, partisipasi politik akan harmonis ketika proses politik stabil. 

Selain itu, mata kuliah berikut akan membahas pelembagaan politik dengan tujuan 

menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya. Tentu saja, 

jika semua pihak terikat oleh aturan main yang dilembagakan, partisipasi ini 

mungkin bukan gegar otak yang efektif.  

Di sisi lain, ketika saluran partisipasi tidak tersedia dalam bentuk partai 

politik dan berbagai organisasi, berbagai peran dan peluang politik. Bagaimana 

jika tidak ada pemahaman terpadu tentang aturan main di kalangan politisi. 

Partisipasi dalam suasana ini sering dilakukan dengan cara menggoyahkan 

stabilitas politik, seperti kerusuhan atau tindakan kekerasan lainnya. Kampanye 

pemilu adalah sarana demokrasi.  

Menurut wawancara, sebagian besar pemilih pemula sudah mengetahui 

tujuan kampanye dan melihatnya sebagai kegiatan yang mengumumkan dan 

mengimplementasikan visi, misi, dan agenda pasangan calon yang saya buat. , 

suara pemilih pemula. Pendidikan politik dibutuhkan tidak hanya bagi mereka 

yang belum (belum) memahami masalah politik, tetapi juga bagi mereka yang 

sudah mengetahuinya. Hal ini karena ketidakpedulian terhadap aktivitas politik 

bisa datang dari seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas 

tentang masalah politik. Juga karena frustasi dan frustasi dengan realitas politik 

yang jauh dari ideal.  

Ringkasnya, pendidikan politik memiliki kepentingan penting dan strategis 

untuk memungkinkan warga negara (pemilih) memiliki pengetahuan politik yang 
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memadai dan menyadari pentingnya sistem politik yang ideal. Di sisi lain, 

pendidikan politik juga memungkinkan warga, terutama pemilih pemula, untuk 

memahami bahwa realitas politik yang ada dapat ditransformasikan menjadi 

sistem politik ideal yang ditandai dengan perubahan politik dan budaya baru. 

Kondisi seperti itu seringkali membuat masyarakat idealis menjadi dingin, dan 

beberapa di antaranya adalah golput (golongan putih). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Menyimak hasil pembahasan di atas, maka peneliti mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula Desa Pangi Kecamatan Suwawa 

Timur Kabupaten Bone Bolango pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bone Bolango 2020 adalah pemberian Suara (Memilih), Ikut Kampanye, 

dan berbicara masalah politik. Pendidikan politik yang baik dapat 

memberikan pemahaman pada warga masyarakat tentang hak dan 

kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Partisipasi politik pemilih pemula di Desa Pangi dalam bentuk a) 

kesadaran politik, b) Kegiatan partisipasi politik; pemberian suara, 

partisipasi dalam kampanye, partisipasi Dalam Kegiatan Organisasi Sosial 

dan Politik, kontrak politik langsung, diskusi politik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di 

Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bone Bolango 2020 yaitu a) rendahnya tingkat pendidikan remaja, 

b) kurangnya dukungan masyarakat, c) mekanisme kegiatan yang tidak 

kontinyu, d) penyelenggara kegiatan pendidikan politik. 
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5.2  Saran  

Untuk memperbaiki partisipasi politi pemula dimasa mendatang, 

disarankan sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah harus memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 

partisipasi politik agar pemilih pemula khususnya yang putus sekolah 

dapat ikut serta dalam setiap proses politik serta pemberian pendidikan 

politik yang dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk 

berpartisipasi dalam dunia politik. 

2. Pemilih pemula hendaknya dapat membuka diri untuk dapat menunjukan 

kemampuannya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan 

tidak mampu atau minder. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat 

tinggal serta para tokoh masyarakat melalui pendidikan politik secara dini 

pada pemilih pemula meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam 

dunia politik. 
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